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Abstract. Covid-19 is the SARS-COV virus that has attracted the attention of many people, including the
Indonesian government. This slow virus has since become a panic-inducing pandemic. Various information
spread and the increasing number of fatalities has an impact on various social situations. Covid-19 does not only
have an impact on health aspects but paralyzes every aspect of people's lives. The magnitude of the influence of
the Covid-19 virus gave birth to various social phenomena among the community. Anxious and fearful attitudes
have influenced people's mindsets and ways of acting. Covid-19 has given rise to new social phenomena, ranging
from anti-social behavior to various efforts made by the community in fighting COVID-19. There are various
scientific, non-scientific, to spiritual practices carried out by the community with the aim of avoiding the Covid-
19 virus. Based on the social situation, this paper seeks to examine the critical attitude of society towards social
phenomena in the reflection of the philosophy of science. The method used to study this phenomenon is the
literature study method. Based on the study, it was argued that society needs to address various social phenomena
critically and responsibly so that the decisions taken are not biased and do not have a negative impact on social
life. A critical attitude is needed in filtering various circulating people's mindsets and ways of acting. Covid-19
has given rise to new social phenomena, ranging from anti-social behavior to various efforts made by the
community in fighting COVID-19. There are various scientific, non-scientific, to spiritual practices carried out
by the community with the aim of avoiding the Covid-19 virus. Based on the social situation, this paper seeks to
examine the critical attitude of society towards social phenomena in the reflection of the philosophy of science.
The method used to study this phenomenon is the literature study method. Based on the study, it was argued that
society needs to address various social phenomena critically and responsibly so that the decisions taken are not
biased and do not have a negative impact on social life. A critical attitude is needed in filtering various circulating
information so that you don't become a victim of misinformation. Every decision taken must be made critically so
that it is beneficial and has a positive effect on social life.
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Abstrak. Covid-19 merupakan virus SARS-COV yang telah menyita perhatian banyak orang, termasuk
pemerintah Indonesia. Virus yang lambat ini kemudian menjadi pandemi yang menimbulkan kepanikan. Berbagai
informasi yang tersebar dan semakin banyaknya korban jiwa berdampak pada berbagai situasi sosial. Covid-19
tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan tetapi melumpuhkan setiap sendi kehidupan masyarakat. Besarnya
pengaruh virus Covid-19 melahirkan berbagai fenomena sosial di kalangan masyarakat. Sikap cemas dan takut
telah memengaruhi pola pikir dan cara bertindak masyarakat. Covid-19 telah memunculkan fenomena sosial baru,
mulai dari perilaku antisosial hingga berbagai upaya yang dilakukan masyarakat dalam melawan COVID-19.
Berbagai praktik ilmiah, nonilmiah, hingga spiritual dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan agar terhindar dari
virus Covid-19. Berdasarkan situasi sosial tersebut, tulisan ini berupaya mengkaji sikap kritis masyarakat terhadap
fenomena sosial dalam refleksi filsafat ilmu. Metode yang digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah
metode studi pustaka. Berdasarkan kajian tersebut dikemukakan bahwa masyarakat perlu menyikapi berbagai
fenomena sosial secara kritis dan bertanggung jawab agar keputusan yang diambil tidak berat sebelah dan tidak
berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat. Sikap kritis diperlukan dalam menyaring berbagai pola
pikir dan cara bertindak masyarakat yang beredar. Covid-19 telah memunculkan fenomena sosial baru, mulai dari
perilaku antisosial hingga berbagai upaya yang dilakukan masyarakat dalam melawan COVID-19. Berbagai
praktik ilmiah, nonilmiah, hingga spiritual dilakukan masyarakat dengan tujuan agar terhindar dari virus Covid-
19. Berdasarkan situasi sosial tersebut, tulisan ini berupaya mengkaji sikap kritis masyarakat terhadap fenomena
sosial dalam refleksi filsafat ilmu. Metode yang digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah metode studi
pustaka. Berdasarkan kajian tersebut dikemukakan bahwa masyarakat perlu menyikapi berbagai fenomena sosial
secara kritis dan bertanggung jawab agar keputusan yang diambil tidak berat sebelah dan tidak berdampak negatif
terhadap kehidupan bermasyarakat. Sikap kritis diperlukan dalam menyaring berbagai informasi yang beredar
agar tidak menjadi korban misinformasi. Setiap keputusan yang diambil haruslah dikritisi agar bermanfaat dan
berdampak positif bagi kehidupan bermasyarakat.
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PENDAHULUAN

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 menjadikan demokrasi sebagai kosa kata
yang hangat diperbincangkan pada setiap aspek kehidupan. Kata demokrasi menjadi cara
paling ampuh dalam menuntut kebebasan dan keseteraan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara (Rosyad, 2020). Demokrasi telah menjadi diskursus yang hampir melibatkan
semua komponen masyarakat. Maraknya diskursus demokrasi tidak lain karena adanya
anggapan demokrasi merupakan suatu sistem yang dapat menjamin keteraturan publik.
Suatu sistem yang paling realistis dan rasional yang mampu mendorong masyarakat kearah
suatu struktur sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan yang lebih ideal (Mukodi, 2016).

Pada dunia pendidikan, wujud demokrasi dapat terlihat dari terjadinya perubahan
beberapa paradigma, yakni guru sebagai pengajar menjadi guru sebagai pembelajar,
kegiatan pengajjaran menjadi pembelajaran (Sumarsono, 2012: 5; Suprihatiningrum, 2013:
48), serta terjadinya demokrasi dan otonomisasi pendidikan dengan diberlakukannya
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 yang menggantikan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, serta diberlakukannya Undang-Undang No. 32
Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Dalam UU nomor 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa
pendidikan diselenggarakan dengan mengedepankan asas demokratis dan berkeadilan
(Pasal 4 ayat 1) serta kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil peran dalam
pendidikan terutama pada kegiatan “perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program
pendidikan (Pasal 54 56 ayat 1). Bentuk otonomi pendidikan diberikan dengan
mengkondisikan sekolah melalui peningkatan peran kepala sekolah dan guru dengan
tanggung jawab yang lebih besar dalam peningkatan kualitas proses pembelajaran guna
meningkatkan kualitas lulusan. Konsekuensi perubahan paradigma pada sistem pendidikan
(otonomi dan demokrasi) ini memperbesar tanggungjawab pendidik terhadap kualitas
sekolah, dan membuka peluang partisipasi masyarakt dalam penyusunan, pengembangan,
dan pengimplementasian sistem demokrasi dalam kurikulum pendidikan (Rosyada, 2004).

Perubahan paradigma ini menunjukkan bahwa pemerintah secara nyata menyadari
arti penting keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan
bermutu. Sebagaimana konsep demokrasi yang membebaskan, serta tugas dan
tanggungjawab pemerintah dan masyarakat terhadap pendidikan, seyogyanya pendidikan
pada masa kini dapat menjadi jalan dalam menemukan solusi terhadap terhadap
permasalahan-permalasahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian,
berbagai upaya dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional untuk mencerdaskan

kehidupan bangsa masih menjadi salah satu permasalahan hingga dewasa ini. Realita
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menunjukkan banyak anak usia sekolah yang putus sekolah atau belum dapat menikmati
pendidikan karena mahalnya biaya pendidikan, jauhnya tempat layanan pendidikan,
maupun tidak adanya kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan (Pusposari, 2017;
Fathorrahman, 2020). Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan sebagian kecil dari
realita pendidikan nasional. Masih terdapat banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi
untuk mengatasi berbagai kesenjangan pendidikan terkait dengan kualitas, relevansi,
elitisme, dan manajemen (Rosyad, 2020). Telah banyak upaya yang dilakukan untuk
mengatasi permasalahan pendidikan (UUSPN nomor 20 tahun 2003, UU No 14 tahun 2005
tentang guru dan dosen, PP No 74 tahun 2008 tentang guru, Permendiknas No 16 tahun
2007 tentang kualifikasi akademik guru, Pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu
Berbasis Sekolah (MPMBS), Kepmendiknas no. 044/U/2002 tahun 2002 tentang Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah, berbagai upaya merubah kurikulum pendidikan, program
wajib belajar 9 tahun), namun upaya-upaya tersebut nampaknya belum cukup untuk dapat
memperbaiki permasalahan pendidikan, terbukti adanya kenjanggalan pada tataran proses,
output dan outcome dari praktek pendidikan nasional (Prof. Dr. H. Sofyan Sauri, M.Pd).
Terdapat tiga tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan
pendidikan tersebut, yaitu tindakan logis (berkenaan dengan isi pendidikan), tindakan
strategis (berkenaan dengan upaya pencapaian tujuan), dan tindakan-tindakan institusional,
baik makro maupun mikro (Mukodi, 2016). Pada tataran makro, perubahan dapat dilakukan
dengan mengembangkan regulasi, sistem, dan standarisasi pendidikan (Rosada, 2004),
sedangkan pada tataran mikro dilakukan dengan memperbaiki aspek perencanaan, proses
pembelajaran, dukungan alat dan sarana, serta perbaikan manajemen untuk mencapai hasil

pendidikan yang maksimal (Rosyad, 2019).

. METODE

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,
motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai

metode alamiah.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Demokrasi Pendidikan Pada Tataran Makro

Pendidikan sebagai sebuah sistem dapat ditinjau dari dua sisi, yakni sistem
pendidikan secara makro dan pendidikan secara mikro lebih menekankan pada unsur
pendidik dan peserta didik). Secara mikro pendidikan lebih sebagai upaya mencerdaskan
peserta didik melalui proses interaksi dan komunikasi dengan pendidik. Sedangkan dalam
kajian makro, sistem pendidikan menyangkut berbagai hal atau komponen yang lebih luas
lagi, yaitu terdiri dari : 1) input (masukan) berupa sistem nilai dan pengetahuan, sumber
daya manusia, masukan instrumental berupa kurikulum dan silabus, masukan sarana dan
prasarana pendidikan; 2) Proses, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan proses belajar
mengajar dengan segala dinamika dan unsur yang memengaruhinya dalam kerangka
memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk terjadinya proses pembelajaran; 3)
Keluaran (output) yaitu hasil yang diperoleh pendidikan tidak sebatas pada aspek
pengetahuan, sikap, dan keterampilan, Namun juga keluaran pendidikan berupa:
kemampuan peserta didik (human behavior), produk jasa (services) seperti hasil penelitian,
produk barang berupa karya intelektul ataupun karya yang sifatnya fisik material (Prof. Dr.
H. Sofyan Sauri, M.Pd).

Pada tataran makro, dunia pendidikan tidak dapat membebaskan diri dari unsur
politik, karena tidak ada satupun kebijakan pendidikan yang bersifat strategis dan tidak
terkait dengan politik. Misalnya tujuan, nilai-nilai, arah, dan anggaran pendidikan,
semuanya adalah kesepakatan politik yang terkait dengan pendidikan nasional. Dampaknya
adalah kebijakan pendidikan menjadi kurang sesuai dengan keadaan factual dilapangan
(Arwildayanto dkk: 2018). Belum terbebasnya pendidikan dari pengaruh politik menjadi
tidak mengherankan apabila pemerintah dinggap tidak memiliki komitmen dan kurang
serius dalam membenahi sistem pendidikan nasional (Sarnoto, 2012). Penjelasan tersebut
mengambarkan pokok permasalahan utama dari berbagai dinamika pendidikan nasional
berada pada tataran makro, yaitu pada tataran pengambil kebijakan. Akibatnya menjadikan
pendidikan sebagai kegiatan mengabdi kepada politik atau kelompok kecil (Sarnoto, 2012).

Terlepas bahwa pendidikan nasional terkait dengan kepentingan-kepentingan
tertentu, salah satu permasalahan makro yang masih menjadi pro dan kontra hingga saat ini
adalah perubahan kurikulum pendidikan yang sering terjadi. Sikap pro dan kontra yakni
sikap menerima dan menolak terhadap hasil keputusan perubahan kurikulum sering
ditemukan. Perbedaan pandangan tersebut merupakan bentuk berpikir Kritis manusia

terhadap isi, tujuan, dan kemasan kurikulum yang ditawarkan (Ritonga, 2018; Ahmad,

VKJ - VOL. 1 NO. 1 AGUSTUS 2023



e-ISSN: 3026-5371; p-ISSN : XXXX-XXXX; Hal 10-17

2014). Sebagai instrumen pendidikan perubahan dan pembaharuan kurikulum merupakan
hal yang wajar, mengingat kurikulum memiliki sifat yang dinamis yang senantiasa perlu
dikembangkan. Banyak pihak menyoroti seringnya pemerintah merubah kurikulum
pendidikan, sementara pada tataran mikro tidak dilakukan pembenahan, seperti peningkatan
kapasitas guru. Kurikulum akan bermakna bila ditunjang kompetensi guru yang baik,
sebaliknya tanpa kurikulum yang baik, pembelajaran tidak akan efektif (http://pai.ftk.uin-
alauddin.ac.id/artikel/detail _artikel/240)

Pengembangan regulasi, sistem, dan standarisasi pendidikan (Rosada, 2004)
merupakan bentuk-bentuk demokrasi pendidikan yang terjadi pada skala makro. Perubahan
dari sentralisasi pendidikan menjadi desentralisasi (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
tentang Otonomi Daerah) merupakan bentuk langsung dari reformasi pendidikan.
Pendidikan tidak lagi terpusat, melainkan pengembangan dilakukan oleh masing-masing
daerah dengan berlandaskan pada standar-standar pendidikan yang telah ditetapkan.
Bentuk-bentuk demokrasi pendidikan terlihat dari upaya pemerintah dalam melibatkan
masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Hubungan timbal balik antara pemerintah
dengan masyarakat dalam dinamika pendidikan terlihat dari upaya pemberdayaan dan
penguatan peran masyarakat dalam mempercepat pencapaian program-program pendidikan
(Astawa, 2017). Dengan demikian, upaya-upaya inovatif dalam rangkah penerapan
kebijakan pendidikan berbasis kepada masyarakat dan berfokus pada pelanggan dan mutu
dalam menciptakan daya saing anak bangsa dalam persaingan global tentu sangat

diperlukan.

Demokrasi Pendidikan Pada Tataran Mikro

Demokrasi pendidikan pada skala mikro merupakan bagian dari demokrasi
pendidikan tataran makro. Lembaga pendidikan sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan
merupakan unsur-unsur dari tataran mikro yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap
keberhasilan berbagai kebijakan pendidikan. Pengaruh inilah yang mempangaruhi
perubahan konsep pendidikan yang bersifat sentralisasi kearah desentralisasi yang dikenal
dengan manajemen berbasis sekolah (MBS). Artinya manajemen pendidikan yang semula
terpusat pada pemerintah pusat beralih pada pengolahan pendidikan yang dikelolah oleh
sekolah (Arwildayanto, dkk: 2018). Desentralisasi pendidikan terlihat dari diberlakukannya
UUSPN tahun 2003 menggantikan UU nomor 2 tahun 1989, dimana adanya upaya
pemberdayaan semua potensi yang dimiliki masyarakat dalam mengembangkan pendidikan

dengan memberikan porsi yang lebih besar kepada sekolah dibidang kebijakan pendidikan.
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Oleh karena itu, langkah-langkah inovatif diperlukan dalam meningkatkan manajemen
kepempinan kepala sekolah dalam mengelolah tata kepemimpinan sekolah. Berbagai hasil
penelitian telah menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah berdampak terhadap
pengembangan mutu pendidikan, mutu guru, dan mutu proses pembelajaran yang pada
akhirnya berdampak terhadap kualitas pendidikan secara makro.

Pada tataran mikro, terdapat dua alasan berbagai upaya perbaikan mutu pendidikan
selama ini kurang atau tidak berhasil (Masykur, 2019). Pertama. Strategi pembangunan
pendidikan yang bersifat input oriented (bilamana semua input pendidikan dipenuhi: buku-
buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga
kependidikan otomatis lembaga pendidikan dapat menghasilkan output) tidak berfungsi
sepenuhnya di lembaga pendidikan, melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan
industri. Kedua, pengelolaan pendidikan yang bersifat macro-oriented berimplikasi pada
program yang diproyeksikan pada tingkat pusat berjalan sebagaimana mestinya di tingkat
mikro (sekolah). Dengan demikian perubahan paradigma paradigma pelayanan pendidikan
yang mengarah pada desentalisasi dapat dinyatakan merupakan sebuah jalan untuk
mencapai mutu pendidikan yang lebih baik. Untuk itu pemerintah dapat mengambil peran
selaian sebagai pengambil kebijakan, juga sebagai pengontrol terhadap praktik-praktik
pendidikan pada tataran mikro

Mengacu pada tugas, fungsi dan peran masyarakat dalam mengembangkan
pendidikan (UUSPN nomor 20 tahun 2003), maka dalam upaya mengembangkan
pendidikan secara makro, masyarakat perlu dilibatkan dari proses perencanaan, pelaksanaan
hingga evaluasi. Perlibatan ini karena masyarakat memiliki peran sebagai fungsi kontrol
(Budimansyah, 2008) serta sebagai subyek akhir yang akan memanfaatkan hasil atau output
dari pendidikan (Nurhasanah, 2017).
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4. KESIMPULAN

Covid-19 telah melahirkan fenomena sosial baru, mulai dari perilaku antisosial
hingga pada berbagai upaya yang dilakukan masyarakat dalam memerangi covid-19.
Terdapat berbagai kegiatan ilmiah, non ilmiah, hingga pada praktek-praktek spiritual
dilakukan masyarakat dengan tujuan terhindari dari virus covid-19. Berdasarkan situasi
sosial kemasyarakatan tersebut, tulisan ini hendak mengkaji sikap kritis masyarakat
terhadap fenomena-fenomena sosial dalam tinjauan filsafat ilmu. Metode yang digunakan
untuk mengkaji fenomena tersebut adalah metode studi literatur. Berdasarkan hasil kajian,
dikemukakan bahwa masyarakat perlu menyikapi berbagai fenomena sosial secara kritis dan
bertanggungjawab sehingga keputusan yang diambil tidak bias dan tidak berdampak negatif
terhadap kehidupan bermasyarakat. Diperlukan sikap kritis dalam memfilter terhadap
berbagai informasi yang beredar sehingga tidak menjadi korban informasi yang salah. Setiap
keputusan yang diambil harus dilakukan secara kritis sehingga bernilai guna dan

berpengaruh positif terhadap kehidupan bermasyarakat.
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